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WALTKOTA STBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR: 903/ 28 /2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota
Sibolga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 periu
menetapkan Peraturan Walikota Sibolga tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 2011; '

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3312}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997
Nom{ir 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685)" sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 {tembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor
246, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688); :
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran WNegara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesta Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355});

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4388); .

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400} ; :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasionai {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4421); ,

Undang-tindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomorr 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4090);

Peratiirasi Pemerintah Nemior 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daérah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
TamQahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
441r5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
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dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peratiran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 WNomor 48, Tambahan Lembaran WNepgara Republik
indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akumntasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4503); : A

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4576); L

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Nomar 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedojnan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perafuran Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Orgapisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarist DPRD Kota
Sibol‘ga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12° Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga;
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Pemerintah Kota Siboiga;
Peraturati Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Pada Pemeritah Kota Sibolga;
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor
9);
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Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011

Peraturan Walikota Sibolga Nomor 900/04/2010 tentang Kebijakan
Akuntasi Pemerintah Kota Sibolga {Berita Daerah Kota Sibolga Tahun

Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/09/2011 tentang Penxabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 9);
Peraturan Waiikota Sibolga Nomor 903/20/2011 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Sibolga Taliun 2011 Nomor
18).

Nomor 6);
- 35.
2010 Nomor 4);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan .
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

Pendapatan

b. Dana Perimbangan

Yang Sah

2. Belanja

i)
2)
3)
- 4)
5)
6)
7)

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.  21.663.389.950,14
; . Rp. 290.945.768.335,00
c. Lain-lain PendapataniAsli Daerah :
Rp. 73.338.994.622,00
Jumlah Pendapatar! : Rp. ' 385.948.152.914,14
a. Belanja Tidak Langsupg :
Belanja Prgawaij Rp. 166.334.864.503,00
Belanja Bunga Rp. 2.356.110,58
Betlanja Subsidi Rp. 0,00
Belanja Hibah Rp.  5.815.079.475,00
Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.345.420.400,00
Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
Belanja Bantuan Keuangan  Rp. 0,00
Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00

8)

Rp.

178.497.720.488,58




b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 20.435.069.475,00
2) Belanja Rarang dan Jasa Rp. 79.741.607.262,00
3} Belanja Modal Rp.  89.963.706.665,66
Rp. 190.140.383.402,66
Jumiah Belanja Rp. -368.638.103.891,24
Surpius/(Defisit} Rp. 17.310.049.022,90
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 26.229.838.505,37
b. Pengeluaran Rp.: 6.360.256.545,73
' Jumiah Pembiayaan Netto Rp. - 19.869.581.959,64
Sisa Lebib Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. ' 37.179.630.982,54
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Walikota Sibolga ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
ke dalam pénjabaran laporan realisasi anggaran.
Pasal 4 .

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran Hl Peraturan Walikota Sibolga ini.

Pasal 5

Lampirani §éb‘agéimaﬁa dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yéﬁg tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota Sibolga ini.

Pasal 6
Peraturan Walikota Sibolga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetah"uinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalan Berita Daerah.

Ditetapkan di Sibolpa
pada tanggal Q2 Oktobar 2012

M. SYARFI HUTAURUK -




